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	Abstract:
This study analyzes decision number 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd regarding the imposition of divorce by talaq for married couples who do not live separately from the perspective of the principle of complicating divorce, the main problem is in the first level decision with case number 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta which was rejected by the panel of judges on the grounds that it did not fulfill SEMA Number 3 of 2023 which states that the applicant and respondent must live separately for at least 6 months, while in this case the applicant and respondent have lived in separate rooms for 18 months. Then at the appeal level, this case was granted on the grounds that it had fulfilled SEMA Number 1 of 2022 which stated that the appellant no longer received spiritual support. This study discusses two main issues, namely, how the legal considerations in decisions Number 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta and Number 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd and the implementation of the principle of complicating divorce in both decisions. The results of the study show that Decision 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta in its legal considerations tends to be a literal interpretation and the application of strict formal requirements. Meanwhile, in decision 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd, the panel of judges in its legal considerations took a more substantive and sociological approach. Judges at the appellate level emphasized the realities of household life, such as the failure to fulfill spiritual sustenance and long periods of separation from one bedroom to another, as strong indicators of continuous disputes and quarrels. The implementation of the principle of complicating divorce in Decisions Number 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta and Number 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd demonstrates that the Sangatta Religious Court's application of the principle of complicating divorce is overly formalistic and normative. Meanwhile, the Samarinda High Religious Court has not applied this principle in a normative manner. Instead, it has substantively evaluated whether efforts to maintain a marriage are still rational.
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	Abstrak:
Penelitian ini menganalisis putusan nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd tentang
penjatuhan cerai talak bagi pasangan suami istri yang tidak pisah rumah dalam	
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perspektif asas mempersulit perceraian, permasalahan utamanya adalah pada putusan tingkat pertama dengan nomor perkara 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan belum memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan pemohon dan termohon harus pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sedangkan dalam perkara ini pemohon dan termohon telah pisah kamar selama 18 bulan. Kemudian pada tingkat banding, perkara ini dikabulkan dengan alasan telah memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan pembanding sudah tidak lagi mendapatkan nafkah batin. Penelitian ini membahas dua pokok masalah yaitu, bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd dan bagaimana implementasi asas mempersulit perceraian pada kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung pada penafsiran literal dan penerapan syarat formil yang ketat. Sedangkan, putusan 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengambil pendekatan yang lebih substantif dan sosiologis. Hakim di tingkat banding lebih menekankan pada realita kehidupan rumah tangga, seperti tidak terpenuhinya nafkah batin dan pisah kamar dalam waktu yang lama, sebagai indikator kuat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Implementasi asas mempersulit perceraian dalam Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sangatta dalam menerapkan asas mempersulit perceraian terlalu formalistik dan normatif. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak terlalu menerapkan asas ini dalam bentuk normatif. Tetapi justru dalam evaluasi substansif terhadap apakah upaya mempertahankan rumah tangga masih rasional.

 Kata Kunci: Analisis Putusan, Pisah Rumah, Asas Mempersulit Perceraian	

A. Pendahuluan
Dalam fikih, perkawinan berasal dari dua kata yaitu nikah dan zawaj yang dalam Al-Qur’an memiliki arti sebagai hubungan kelamin, bergabung, atau akad. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan mitsaqan ghalizhan atau akad kuat untuk menunaikan ibadah sesuai perintah Allah. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama.1 Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam surat Yasin yang artinya:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝٣

1 Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, dalam Jurnal Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum edisi Vol. 1, no. 1, 2022, h. 23-24.

[bookmark: _GoBack]Terjemah: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang- pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin: 36)2
Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.3
Jika berpegang teguh pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi. Rumah tangga yang kekal dan abadi berarti tidak boleh terjadi perceraian apapun itu alasannya.4 
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bilamana dikemudian hari terjadi hal yang kemudian membuat	tujuan	dari	perkawinan	tersebut tidak dapat diwujudkan dan berakhir dengan sebuah perceraian.5 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perpecahan rumah tangga seperti terjadi miskomunikasi, kesalahan, dan kontradiksi. Ketidakmampuan banyak pasangan dalam memberikan taraf hidup fisik dan mental, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan lemahnya kendali terhadap pernikahan.6 Sebagian perselisihan dapat terselesaikan dengan jalan damai, namun banyak juga yang tidak menemukan titik temu sehingga perselisihan tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti ini Islam membukakan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian.7 Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.8

2 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Republik Indonesia, 2022).
3 Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, dalam Jurnal Yudisia edisi Vol. 7 No. 2, 2016, h. 413.
4 Siti Chomsiyah, Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian (Denpasar: Jurnal Hukum Saraswati, 2020) h. 275
5 Nadya Larassati Putri, Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi,Universitas Jambi, Skripsi, (Jambi, 2022) h. 1.
6 Muhammad Chotami Febriansyah, Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Skripsi, (Malang, 2024), h. 1
7 M. Arfan Saidi, Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, Skripsi, (Pekalongan, 2024), h. 3.
8 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h. 161.

Meskipun dalam Islam memandang perceraian adalah suatu hal yang buruk, tetapi ada kalanya perkawinan banyak mendatangkan kemelaratan ataupun kerugian berdasarkan dalam manfaat, lantas keadaan rumah tangga yang tak kunjung membaik, percekcokan pada rumah tangga yang tidak sanggup didamaikan lagi, maka pada hal ini Islam memperbolehkan talak (perceraian) menjadi jalan keluar jika sudah memenuhi alasan-alasan perceraian dan antara suami-istri sudah tidak bisa mempertahankannya lagi, walaupun dalam hakikatnya perceraian itu adalah hal yang amat dibenci Allah SWT.9
عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ
Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar Rodhiyallohu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Alloh adalah talak (perceraian).” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dishohihkan oleh al-Hakim, sedangkan Abu Hatim merojihkan kemursalannya.) 10
Dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan alasan yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan: 1) kematian; 2) perceraian; dan 3) berdasarkan keputusan yang diambil oleh pengadilan.11 Melakukan perceraian itu bukanlah suatu hal yang mudah, hal ini dikarenakan dalam konteks perceraian itu sendiri menganut asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian itu sendiri merupakan suatu asas yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e).
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan dari rumusan hukum kamar Agama angka 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan selanjutnya disingkat SEMA yang berisi beberapa pleno kamar yang salah satunya memuat rumusan pleno kamar agama yang tertuang pada hukum perkawinan.12 Pada rumusan hukum kamar agama angka 1 berbunyi:

9 Nadya Larassati Putri, Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Universitas Jambi, Skripsi, (Jambi, 2022), h. 1
10Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqolani, "Bulughul Maram", Terj. Agung Wahyu, Terjemah Bulughul Maram, Cet. I, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 148.
11 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
12 Muhammad Chotami Febriansyah, Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Di Pengadilan

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat	6	(enam)	bulan	kecuali	ditemukan	fakta	hukum	adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” 13
Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini mengatakan apabila ingin bercerai, maka diharuskan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Diharapkan dengan adanya aturan ini, bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan.14
Dalam perkara nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta, majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta menolak permohonan cerai talak dengan berdasarkan	belum	memenuhi	SEMA	Nomor 3	Tahun 2023	yang mengatakan bahwa pemohon dan termohon tidak pernah pisah rumah, hanya pisah kamar dan tidak bisa membuktikan dalil perselisihan dan pertengkaran yang sebagaimana diajukan oleh pemohon melalui bukti saksi yang diajukan. Berdasarkan putusan majelis Tingkat banding, pemohon merasa keberatan lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd yang Dimana, majelis hakim Tingkat banding mengabulkan permohonan cerai talak dengan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebenarnya telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dan putussan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd dan bagaimana implementasi asas mempersulit perceraian pada putusan 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Agama Kabupaten Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Skripsi, (Malang, 2024), h. 4.
13 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, h. 5- 6.
14 Ahmad Royani, Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Depok,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, (Jakarta, 2008) h. 50.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif. Bahan hukum primer diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd, SEMA nomor 1 Tahun 2022, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundangan, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi dokumenter dan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis-kualitatif melalui proses deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi.

C. Pembahasan
1. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta Dan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd
a) Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta
Pada putusan nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta majelis hakim menemukan fakta bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 17 Januari 2004. Pemohon dan termohon masih tinggal dalam satu rumah namun telah berpisah kamar dengan termohon sejak 2 tahun yang lalu. majelis hakim berpendapat bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah karena tidak bisa dibuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan.
Majelis hakim juga berpendapat bahwa apabila dalil pemohon terbukti, maka fakta tersebut masih harus disandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyebutkan alasan perceraian huruf f sebagaimana yang tertuang pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus ditambah dengan dengan adanya pisah rumah lebih dari enam bulan sebagaimana ketentuan yang berbunyi:
“Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya termohon/pemohon melakukan KDRT”15


15 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menurut majelis hakim, berdasarkan keadaan faktanya, sampai dengan permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta pada 16 Mei 2024, ternyata terbukti pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Maka, dengan hal ini permohonan pemohon dinyatakan patut untuk ditolak.
Pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta kurang tepat. Serta putusan ini tidak memberikan rasa adil baik bagi suami atau istri. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Suatu perkawinan merupakan ikatan yang menciptakan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jika dikaitkan dengan perkara ini, definisi tersebut dinilai sudah tidak dapat dicapai. Hubungan perkawinan yang didambakan adalah hubungan yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kenyamanan, rasa tentram, terdapat kesalingan di dalamnya termasuk menghargai pasangan satu sama lain.
Pemohon dan termohon walaupun tidak pisah rumah, namun segala kegiatan sehari-hari yang dilakukan masing-masing tidak selayaknya suami istri pada umumnya. Hikmah dibolehkan talak dan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.16 Hal ini sudah tidak sejalan lagi dengan definisi perkawinan dan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta terlalu terpaku pada syarat formil pisah tempat tinggal dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon. perselisihan bukan hanya sekedar tentang pisah rumah atau pisah kamar, melainkan relasi suami istri itu berjalan dan bagaimana pemenuhan hak-hak dan kewajiban terpenuhi, termasuk hak batin.
Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang selanjutnya sering disebut dengan SEMA merupakan salah satu peraturan dengan fungsi regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah  Agung  dalam  mengupayakan  keserasian  di  dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.17


16 Hamdan, “Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Saddu Adz- Dzari’ah Tesis”, Institut Agama Islam Negeri Curup, Tesis, Curup, 2024, h. 13
Surat Edaran Mahkamah Agung berdasarkan sifatnya yang hanya merupakan peraturan kebijakan sebagai fungsi pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung terhadap pengadilan yang berada di bawahnya tentu tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang.18
Setiap pelaksana yang merupakan eksponen sistem peradilan yang bersentuhan langsung dengan para pihak diharuskan memiliki profesionalitas serta integritas yang tinggi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diajukan para pihak yang berperkara. Jabatan hakim merupakan amanah dari Tuhan dan UUD 1945. Prinsip hakim yang paling hakiki adalah “mengadili”, bukan “menghukumi”.
Majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta menolak perkara a quo berdasarkan ketentuan SEMA yang menjadi peraturan yang ditujukan kepada hakim dan jajarannya untuk melaksanakan syarat yang bersifat administratif. Bersandar pada rumusan hukum kamar agama yang mensyaratkan pisah tempat tinggal sebagai bukti konkret bahwa konflik rumah tangga sudah sampai pada titik tanpa harapan.
Rumah tangga pemohon dan termohon menurut peneliti hanya akan menimbulkan rasa penderitaan baik bagi pemohon atau termohon jika tetap dipertahankan. Majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta tidak mempertimbangkan penderitaan yang didapat oleh pemohon selama 18 bulan terakhir. Seorang wanita apabila telah diikat oleh seorang laki-laki melalui akad maka ia telah menjadi tanggung jawab laki-laki dan wajib baginya untuk menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga.
Dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pisah tempat tinggal minimal 6 bulan untuk mengajukan perceraian. Namun, dalam hukum Islam ada istilah Al-Hijr yang artinya pisah ranjang dengan pasangan sah memiliki batas aturan waktu yang perlu ditaati. Apabila suami dan istri melebihi aturan tersebut, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Imam Syafi’i membatasi al-hijr dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal 3 hari, hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw. yang berbunyi:



17 M. Afif Gusti Fatah, “Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, dalam Jurnal Transparansi Hukum, edisi Vol. 07, No.1, 2024, h. 134.
18 M. Afif Gusti Fatah, “Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, dalam Jurnal Transparansi Hukum, edisi Vol. 07 No. 1, 2024, h. 135.

 “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Atha bin Yazid al-Laitsi dari Abu Ayyub Al-Anshari bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam, (jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam” (HR. Bukhari)19

Dijelaskan bahwa mendiamkan seseorang lebih dari tiga hari maka hukumnya adalah haram. Maka dari itu tidak boleh bagi kaum muslim mendiamkan saudaranya lebih dari itu dan bahwasanya barang siapa yang mengajak atau menyapa lebih dahulu adalah yang paling baik. Dari hadist di atas menurut peneliti, pisah ranjang antara pemohon dan termohon sudah bertentangan dalam hukum Islam. Hal ini seharusnya majelis hakim dapat menilai dengan bijaksana. Jika majelis hakim menolak hanya karena belum memenuhi syarat yang ditentukan maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan yang konkret terkait permohonan ini.
Hal ini karena ada beberapa putusan yang terdapat di Pengadilan Agama Sangatta yang dimana putusan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim meskipun pada faktanya mereka pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, seperti contohnya putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PDT.G/2024/PA.Sgta dan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgta. Dari kedua contoh putusan tersebut, hakim tidak sekedar melihat norma yang ada pada SEMA, tetapi juga menembus ke arah tujuan norma tersebut, yakni memfasilitasi keadilan bukan menghambatnya.

b) Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd
Dalam putusan 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh pembanding. Menurut majelis hakim tingkat banding, pernikahan dalam Islam disyariatkan mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh dan kuat (mitsaqan ghalizan),

19 Khoirussalim dan Umar Siddiq, Hadis-Hadis Sosial Kemasyarakatan, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), h. 104.

dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
Menurut majelis hakim tingkat banding pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut. Menurut majelis hakim tingkat banding perselisihan dan pertengkaran dapat juga dinilai dalam tindakan fisik, sehingga adanya pisah kamar selama 18 bulan berturut-turut serta masing- masing sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
Secara sosiologis, perceraian memang menimbulkan mudharat. Tetapi, membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh justru dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan. Sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi, “apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”
Menurut majelis hakim tingkat banding hal ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Poin 1 huruf (b) angka 1 yaitu: 

“Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan”

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangan hukum lebih spesifik berdasarkan kenyataan yang terjadi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menggunakan pendekatan lebih substantif bahwa pisah kamar selama 18 bulan dan tidak adanya hubungan suami istri sudah cukup menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd lebih mengutamakan fakta sosial dibandingkan dengan syarat formil yang ditetapkan.
Majelis hakim menilai bisa berdasarkan beberapa aspek seperti aspek normatif, aspek sosiologis dan lain-lain. Dalam hal ini
majelis hakim tingkat banding lebih mempertimbangkan berdasarkan aspek sosiologis dalam rumah tangga tersebut. Hal ini tidak juga bisa dibilang mengesampingkan aspek normatif yang ada. Hakim juga melihat dari sisi lainnya. Menurut majelis hakim, mudharatnya lebih besar jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan daripada mereka dipisah. Serta majelis hakim juga mempertimbangkan menggunakan hukum Islam. Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (maslahah) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (madarat).20
Dalam putusan 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda lebih sejalan dengan surat Ar- Rum ayat 21. Didukung dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Surat Ar-Rum ayat 21 ini meletakkan dasar kehidupan yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan. Pisah kamar selama 18 bulan dan tidak ada hubungan suami istri dianggap sebagai bentuk nyata pertengkaran dan disharmoni yang terus menerus. Hal ini sudah dapat dinilai bahwa rumah tangga pembanding dan terbanding yang disandingkan dengan tujuan pernikahan dalam Islam telah hancur. Maka pernikahan pembanding dan terbanding telah kehilangan maknanya.
Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya secara cermat. Surat Edaran Mahkamah Agung hanyalah sebagai instrumen yang bentuknya tidak mutlak, tidak seperti peraturan perundang- undangan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda lebih menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b poin 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.”21
	
20 Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Yudisia, edisi Vol.5 No. 2, 2014, h. 303.
21 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Norma hukum tentang pisah rumah seharusnya ditafsirkan berdasarkan tujuannya, bukan hanya bunyinya. Tujuan norma adalah melindungi hak dan martabat pasangan, bukan menjerat mereka dalam penderitaan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda lebih membaca berdasarkan realita sosiologis dan keadaan psikologis para pihak.
2. Implementasi Asas Mempersulit Perceraian
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; dan Atas keputusan pengadilan.22 Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.23
Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo tidak lagi dibebankan suatu kesalahan sebagai alasan perceraian, melainkan suatu kondisi berupa perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian tidak bisa hanya sekedar ucapan lalu berpisah. Ada prosedur, mediasi serta tahap pembuktian. Sering terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian, maka sangat dibutuhkan suatu badan hukum atau lembaga yang dapat mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut agar dapat mencegah atau mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat.



22 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
23 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

Melakukan perceraian itu bukanlah suatu hal yang mudah, hal ini dikarenakan dalam konteks perceraian itu sendiri menganut asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian itu sendiri merupakan suatu asas yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”. Secara teoritis, asas ini dimaksudkan sebagai rem agar perceraian tidak dijadikan jalan pintas atas konflik kecil.
Asas mempersulit perceraian sebenarnya bukan untuk mempersulit secara harfiah, tetapi bertujuan menjaga pernikahan dari pemutusan yang gegabah dan emosional. Wujud dari penerapan asas mempersulit perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
1. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”24
Putusan	nomor	332/Pdt.G/2024/PA.Sgta	lebih mengimplementasikan asas mempersulit perceraian dalam bentuk normatif yang lebih memegang ketat prinsip kehati-hatian dalam memberi putusan dengan berdasarkan teks hukum secara formal. Dari putusan 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta yang diberikan oleh majelis hakim, kurang memberikan nilai kemaslahatan terhadap dinamika psikologis dan sosial kedua belah pihak, yang mana sudah tidak mampu lagi hidup secara bersama. Namun, di sisi lain putusan majelis hakim memberikan nilai kemaslahatan bagi instansi pengadilan dari perpisahan yang gegabah.
Sedangkan, putusan nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd lebih mengimplementasikan asas mempersulit perceraian berdasarkan realita

24 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sosiologis yang terjadi antara kedua belah pihak. Dalam putusan ini, asas mempersulit perceraian tidak diterapkan dalam bentuk secara formal, tetapi justru lebih secara evaluasi substansif dan sosiologis terhadap apakah upaya mempertahankan rumah tangga masih rasional. Dari putusan 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd yang diberikan oleh majelis hakim, memberikan nilai kemaslahatan dalam memberikan kelegaan bagi kedua belah pihak yang telah mengalami beban psikis dalam rumah tangganya, menghindari konflik yang lebih lanjut yang akan berdampak negatif terhadap anak, keluarga besar, atau masyarakat sekitar. Selain itu, dari putusan ini memberikan nilai bahwa pengadilan bersifat fleksibilitas dalam membaca realita sosial daripada hanya terpaku pada norma tekstual.
D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Sgta menunjukkan pendekatan yang cenderung formalistik dengan menekankan penafsiran literal dan pemenuhan syarat formil secara ketat, sehingga permohonan cerai ditolak meskipun fakta disharmoni rumah tangga telah terbukti. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Smd menggunakan pendekatan yang lebih substantif dan sosiologis dengan mempertimbangkan realitas kehidupan rumah tangga, seperti tidak terpenuhinya nafkah batin dan pisah kamar dalam jangka waktu lama, serta mengaitkannya dengan tujuan perkawinan dan kemaslahatan para pihak.
Berdasarkan pertimbangan hukum dari kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa asas mempersulit perceraian dapat diterapkan secara beragam, baik secara normatif-formal maupun melalui penilaian rasional terhadap kelayakan mempertahankan rumah tangga, sehingga mempengaruhi tercapainya keadilan substantif dalam perkara perceraian.
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